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Tujuan penelitian ini adalah untuk  mengetahui dan mengungkapkan proses serta dampak 
penyelenggaraan   Perlombaan Desa di Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten 
Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2010. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa proses penyelenggaraan perlombaan desa sudah berjalan dengan baik, namun 
kurang memberikan dampak terhadap pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan. Hal 
ini disebabkan antara lain waktu pembinaan yang singkat, materi pembinaan yang terlalu 
banyak atau sedikit tapi tidak tepat sasaran, sumber daya manusia yang relatif rendah serta 
tidak ada pembinaan yang berkelanjutan pasca perlombaan, baik oleh pemerintah 
kabupaten, provinsi maupun pusat untuk mengevaluasi hasil pembangunan 2 (dua) tahun 
terakhir dengan masyarakat sebagai penggeraknya.Masyarakat sendiri setelah usainya 
kegiatan tersebut mereka telah disibukkan dengan rutinitas sehari-hari. Oleh karena itu 
perlu adanya komitmen bersama antara pemerintah Kabupaten, Provinsi Kalimantan Barat 
dan Kementerian Dalam Negeri dengan masyarakat untuk mencari solusi dan implementasi 
tentang pengelolaan penyelenggaraan perlombaan Desa yang professional dan pro rakyat. 
Kata Kunci : Dampak, Perlombaan Desa, Pemberdayaan Masyarakat. 
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The purpose of this research was to determine and disclose the process and the impact  of 
the competition between the villages. This research is focused on the village competition  in 
West Kalimantan especially the study of IX Pal village sub district of Kakap River Kubu 
Raya regency. The competition is followed by sub district level to national level especially  
in West Kalimantan province level in 2010. The results of this research indicate that the 
process of the village competition has done well ,but  lacks of given impact on the 
community empowerment in the development. It is caused by some problems such as a 
short period of time in  practicing,  there is so many materials or there is the   least 
material given to the participants so they cannot be accepted by the participants, The 
material given also is not suitable  targeted, human resources is relatively low and there is 
no sustainable development after the competition by the government of Kubu raya regency, 
provincial and central levels to evaluate the result of development for 2 (two) years by the 
community as the motion. After  the village  competition  has ended, the community has 
been busy with their daily routinely.  Hence it is needed the commitment between  of the 
government of Kubu raya regency , West Kalimantan Province and the Minister  of Internal 
Affairs  with the community of village to find  the solutions and the implementation about 
the professional  organization of the village competition  and pro people. 




1. Latar Belakang Masalah 
Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki atau 
perempuan tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya untuk mempertahankan dan 
mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum 
meliputi : terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, 
air bersih, pertanahan, Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup (LH), rasa aman 
dari perlakuan atau ancaman tindakan kekerasan serta hak untuk berpartisipasi dalam 
kehidupan sosial politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Untuk itu, apabila terdapat 
ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi hak-hak tersebut, maka sudah menjadi 
kewajiban bagi Negara untuk membantu melalui serangkaian upaya yang sistematis dan 
terencana dengan baik. Untuk mengetahui penyebab kemiskinan dari sisi Sumber Daya 
Manusia (SDM), Sutomo (2008:281) menjelaskan bahwa ada 2 faktor penyebabnya, yaitu : 
a) masih belum berkembangnya sumber daya manusia yang disebabkan oleh rendahnya 
tingkat pendidikan, konsumsi gizi serta belum memadainya penyediaan fasilitas kehidupan, 
dan b) masih belum dimanfaatkannya seluruh kemampuan dan keterampilan sumber daya 
manusia secara optimal. Sehubungan dengan hal tersebut, Kartasasmita (1996:136) 
menyampaikan bahwa  program yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat serta 
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Pengaman Sosial (JPS), program padat karyasampai yang dikenal dengan program 
pemulihan masyarakat atau Community Recovery Program (CRP) diharapkan dapat 
mencapai sasaran utama, yaitu penanggulangan dan pengentasan kemiskinan di Indonesia. 
Persoalannya adalah banyak program dan pelaku terlibat dalam penanganan kemiskinan di 
Indonesia kurang mempunyai pemahaman yang utuh tentang kemiskinan itu sendiri. 
Ketidaktahuan tentang konsep kemiskinan itu sendiri dapat mempengaruhi pembuatan 
kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Salah satu contohnya adalah tidak 
tepatnya sasaran  dalam penanggulangan kemiskinan melalui JPS yang bahkan mengarah 
pada munculnya kemiskinan baru. 
Dinyatakan dalam Tabloit Sambung Hati (2008:24) bahwa pada pahun 1998 krisis 
ekonomi melanda Indonesia menyebabkan keterpurukan dalam kemiskinan, yang dilakukan 
pemerintah untuk mengatasi kemiskinan masa kepemimpinan Habibie dengan 
menggunakan program untuk masyarakat, yaitu padat karya. Dilanjutkan pada era 
kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menempatkan program pengurangan 
kemiskinan dan pengangguran sebagai prioritas utama. Bantuan yang diberikan antara lain 
“bantuan dan perlindungan sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Kredit Usaha Rakyat 
(KUR).  
Melihat kenyataan di atas, pemerintah, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, 
meluncurkan salah satu program yang bersifat nasional yang telah dilaksanakan sampai ke 
daerah pedesaan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2007 tentang 
penyelenggaraan perlombaan desa dan kelurahan. Perlombaan itu dilaksanakan dari tingkat 
kecamatan sampai tingkat nasional yang dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya dalam 
rangka memberdayakan masyarakat dengan mengevaluasi pembangunan selama 2 (dua) 
tahun terakhir. Dalamn perlombaan itu ada 8 (delapan) indikator yang akan dinilai, yaitu : 
a) pendidikan, b) kesehatan masyarakat, c) ekonomi masyarakat, d) keamanan dan 
ketertiban, e) partisipasi masyarakat, f) pemerintahan, g) lembaga kemasyarakatan dan, h) 
pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Salah satu usaha pemerintah dalam 
memberdayakan masyarakat adalah melalui perlombaan desa dan kelurahan tingkat 
provinsi Kalimantan Barat dengan tujuan sebagaimana tertuang dalam Permendagri nomor 
13 tahun 2007 tentang penyelenggaraan perlombaan desa dan kelurahan adalah untuk 
mendukung pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan melalui 
upaya penguatan kelembagaan, peningkatan motivasi dan swadaya gotong royong 
masyarakat. Selanjutnya, penyelenggaraan perlombaan desa dimaksudkan untuk menilai 
keberhasilan pembangunan desa secara terarah, terkoordinasi, terpadu,  berkelanjutan 
dengan masyarakat sebagai penggeraknya. Untuk  itu, pemerintah provinsi Kalimantan 
Barat secara rutin melaksanakan perlombaan desa dan kelurahan setiap tahunnya pada 12 
kabupaten dan 2 kota yang memiliki175 kecamatan yang terdiri dari 1.808 desa dan 84 
kelurahan (Kalimantan Barat Dalam Angka, 2011: 111). 
Perlombaan desa dan kelurahan adalah evaluasi dan penilaian perkembangan 
pembangunan atas usaha pemerintah dan pemerintah daerah, bersama masyarakat desa dan 
kelurahan yang bersangkutan. Dalam melaksanakan perlombaan desa dan kelurahan 
tersebut, pemerintah provinsi Kalimantan Barat menghadapi beberapa permasalahan, 
permasalahan tersebut yang antara lain adalah berbentuk protes terhadap hasil penilaian dan  
penetapan  pemenang  lomba, koordinasi  yang  belum  sinergis   antara  Badan 
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Kalimantan Barat selaku unit kerja koordinator pemerintah kabupaten/kota, pemerintah 
kecamatan dan desa/kelurahan, serta belum tertata dengan maksimal Tim Penilai dalam 
merumuskan indikator-indikator penilaian tambahan. Berdasarkan hasil identifikasi awal 
yang penulis lakukan, tujuan penyelenggaraan perlombaan desa dan kelurahan sebagaimana 
telah diungkapakan di atas, belum dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan. Di 
antaranya adalah masih  dijumpai sarana yang telah dibangun belum dimanfaatkan, 
dipelihara, bahkan rusak sebelum waktunya.  Begitu pula maksud untuk menilai 
keberhasilan pembangunan desa secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkelanjutan 
belum secara optimal karena waktu yang tersedia untuk penilaian setiap desa dan kelurahan 
tersebut sangat terbatas, yaitu sekitar tiga sampai lima jam. Setelah penilaian selesai,  Tim 
Penilai segera berangkat ke kabupaten/kota lain lagi untuk melaksanakan penilaian di 
tempat tersebut. 
Oleh karena itu, setelah beberapa tahun dilaksanakan ia dipandang perlu diteliti, 
dikaji, dievaluasi dan dianalisis guna memberikan masukan-masukan bagi pelaksanaan 
program serupa di masa yang akan datang. Berdasarkan uraian tersebut, penulis merasa 
tertarik untuk melakukan penelitian mengenai proses penyelenggaraan serta dampak  
perlombaan desa terhadap pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Kalimantan 
Barat. 
 
2.  Ruang Lingkup Masalah  
Adapun ruang lingkup masalah dalam penelitian ini adalah mengenai proses 
penyelenggaraan serta dampak  perlombaan desa terhadap pemberdayaan masyarakat 
dalam pembangunan di Kalimantan Barat, khususnyan di Desa Pal IX Kecamatan Sungai 
Kakap Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat. 
 
3.  Perumusan Masalah 
Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah,”Bagaimanakah proses 
penyelenggaraan serta dampak perlombaan desa terhadap pemberdayaan masyarakat dalam 
pembangunan di Kalimantan Barat, khususnya di Desa Pal IX Kecamatan Sungai Kakap 
Kabupaten Kubu Raya ?”. 
 
4.  Tinjauan Pustaka 
Kartasasmita (1996:144) berpendapat bahwa dalam rangka memberdayakan 
masyarakat harus tercipta iklim yang dapat mengembangkan potensi dan daya masyarakat. 
Pengelola pembangunan harus menunjukkan keberpihakan yang sungguh-sungguh pada 
rakyat agar terbuka peluang pengelolaan pembangunan untuk memberdayakan masyarakat 
melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai langkah nyata dalam 
menumbuhkembangkan prakarsa, peran serta, swadaya masyarakat serta mendorong, 
memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya. Sebaliknya 
tanpa adanya keberpihakan yang sungguh-sungguh dari pengelolaan pembangunan akan 
membuat arah pemberdayaan masyarakat menjadi kabur. Sehubungan konteks tersebut, 
Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Departemen Dalam Negeri 
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dipahami dari berbagai sudut pandang. Sampai saat ini tidak terdapat makna yang baku 
terhadap istilah pemberdayaan. Istilah pemberdayaan (empowerment) berasal dari akar kata 
empower, dapat diartikan sebagai :  menguasakan,  memberikan kewenangan, memberikan 
bantuan, dan proses untuk meningkatkan asset dan kemampuan secara individual maupun 
kelompok.  
Pemberdayaan juga berarti memberikan kewenangan sepenuhnya kepada individu, 
kelompok dan masyarakat. Kewenangan tersebut diberikan agar mereka bisa dan mampu 
menggunakannya dengan baik dan tepat tanpa adanya rasa keterikatan, ketergantungan dan 
paksaan dari pihak manapun sehingga kewenangan yang mereka miliki benar-benar bisa 
digunakan dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara ke arah masa depan yang lebih maju dan mandiri. Dalam kaitan dengan 
Pemberdayaan Masyarakat serta keberhasilan Pembangunan  Desa dan Kelurahan, banyak 
ahli membahas hal ini. Salah satunya adalah Payne (dalam Adi, 2002:162) yang 
mendiskripsikan bahwa suatu pemberdayaan, pada intinya ditujukan guna membantu klien 
memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia 
lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan 
sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan 
rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer dari 
lingkungannya (to help clients gain power of decision and action over their own lives by 
reducing the effect of social or personal bloks to exercising exixting power, by increasing 
capacity and self confidence to use power and by transferring power from the environment 
to client). 
Shardlow (dalam Adi, 2002:162) melihat bahwa ada berbagai pengertian  mengenai 
pemberdayaan pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas 
berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa 
depan sesuai dengan keinginan mereka. Prinsip ini pada intinya mendorong masyarakat 
untuk menentukan sendiri apa yang harus ia lakukan dalam kaitan dengan upaya mengatasi 
permasalahan yang ia hadapi. Sehingga masyarakat mempunyai kesadaran dan kekuasaan 
penuh dalam membentuk hari depannya. Target dan tujuan pemberdayaan itu sendiri dapat 
berbeda sesuai dengan bidang pembangunan yang digarap. Menurut Adi (2002:163) tujuan 
pemberdayaan bidang ekonomi belum tentu sama dengan tujuan pemberdayaan di bidang 
pendidikan ataupun bidang sosial. Misalnya saja, tujuan pemberdayaan bidang ekonomi 
adalah agar kelompok sasaran dapat mengelola usahanya, kemudian memasarkan dan 
membentuk siklus pemasaran yang relatif stabil. Bidang pendidikan tujuan pemberdayaan 
adalah agar kelompok sasaran dapat menggali berbagai potensi yang ada dalam dirinya dan 
memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk mengatasi permasalahan yang ia hadapai. 
Tujuan pemberdayaan pada bidang sosial, misalnya adalah agar kelompok sasaran dapat 
menjalankan fungsi sosialnya kembali sesuai dengan peran dan tugas sosialnya. 
Begitu pentingnya pemberdayaan masyarakat, sehingga Stewart (dalam Pranarka dan 
Prijono, 1996:25) mengemukakan sebagai berikut : Pemberdayaan sesungguhnya adalah 
usaha meningkatkan keberhasilan dengan cara memberikan kekuasaan kepada orang lain. 
Empowerment dapat menjadi sarana untuk melakukan kerja yang lebih banyak dengan 
usaha yang lebih sedikit. Sebagai upaya menuju pembangunan civil society pemberdayaan 
masyarakat menjadi keharusan. Empowerment merupakan alat penting untuk memperbaiki 
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mendorong keterlibatan. Suharto (2005:57-58) menuturkan bahwa secara konseptual 
pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment) berasal dari kata  power (kekuatan atau 
keberdayaan). Karenanya ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai 
kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan untuk membuat orang lain 
melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. 
Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah 
sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalan (a) memenuhi kebutuhan 
dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom) dalam arti bukan saja bebas 
mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, kebodohan dan kesakitan; dan 
(b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat 
meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang dan jasa yang diperlukan; serta (c) 
berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi 
mereka.  Lebih lanjut Suharto (2005:60) menyatakan bahwa tujuan utama pemberdayaan 
adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki 
ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri) maupun 
karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil). Guna 
melengkapi memahami mengenai perberdayaan perlu diketahui konsep mengenai 
kelompok lemah dan ketidakberdayaan yang dialaminya.  Ada beberapa kelompok yang 
dapat dikatagorikan sebagai kelompok lemah atau tidak berdaya, yaitu : 
1. Kelompok lemah secara structural, baik lemah secara kelas, gender maupun etnis.  
2. Kelompok lemah khusus, seperti manula, anak-anak dan remaja, penyandang cacat, gay 
dan lesbian serta masyarakat terasing. 
3. Kelompok lemah secara personal, yakni mereka yang mengalami masalah pribadi dan 
/atau keluarga. 
Masih dalam konteks yang sama Ife (dalam Soetomo, 2010) menggambarkan bahwa 
pemberdayaan memuat pengertian tentang pendelegasian kekuasaan kepada kelompok 
lemah sehingga mereka mampu merefleksikannya dalam proses reproduksi, aktivitas 
ekonomi, lembaga-lembaga sosial, idea atau gagasan dan berbagai aspirasi dan keinginan 
tanpa tekanan dari pihan manapun. Selanjutnya kelompok lemah tadi bisa memahami dan 
memanfaatkan berbagai potensi yang mereka miliki sesuai dengan kebutuhannya. Selain 
itu, mereka juga mengetahui apa yang menjadi persoalan pada dirinya dan akan mencoba 
dengan kekuatan sendiri untuk mengatasinya dengan berbagai tehnik dan cara yang benar.   
Sehubungan dengan pemberdayaan, Sulistiyani (2004:77) menyebutkan bahwa secara 
etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau 
kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai 
sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses untuk memperoleh 
daya/kekuatan/kemampuan dan atau proses pemberian daya/kekuatan/kemampuan dari 
pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Berkenaan 
dengan pemaknaan konsep pemberdayaan masyarakat  , Winarni (tt:75-76) menggariskan 
bahwa inti pemberdayaan meliputi 3 hal, yaitu pengembangan (enabling), memperkuat 
potensi atau daya (empowering) dan terciptanya kemandirian.                                                                           
Mengingat pentingnya pemberdayaan dalam masyarakat, Usman (2004) menekankan 
bahwa kegiatan pembangunan perlu diarahkan untuk merubah kehidupan mereka agar 
menjadi lebih baik. Perencanaan dan implementasi seharusnya berisi usaha untuk 
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ekonomi (sekaligus politik). Dengan demikian usaha untuk memberdayakan masyarakat 
Desa serta perang melawan kemiskinan dan kesenjangan di daerah pedesaan masih harus 
menjadi agenda penting dalam kegiatan pembangunan kita pada masa-masa mendatang.  
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat dibutuhkan  sehingga mereka  ikut 
diberdayakan. Dalam konteks ini Sutrisno (1995:233) mengartikan partisipasi masyarakat 
adalah kemauan masyarakat untuk mendukung pembangunan sesuai dengan yang 
direncanakan oleh pemerintah baik dari segi dana maupun semangat. Sejalan dengan 
pendapat tersebut, Mikkelsen Britha (1999:26) mengatakan partisipasi masyarakat adalah 
keterlibatan secara suka rela oleh masyarakat dalam perubahan pembangunan pada diri 
kehidupan dan lingkungan yang ditentukan oleh masyarakat tersebut. Adapun Ndraha 
(1987:33) mengutarakan bahwa partisipasi masyarakat sebagai keterlibatan fisik, mental 
dan emosional seseorang atau kelompok masyarakat Desa dalam gerakan pembangunan. 
Partisipasi masyarakat akan memperbesar rasa tanggung jawab seseorang untuk 
memperbaiki kualitas hasil dalam pembangunan, mengurangi keterlambatan pelaksanaan, 
mendorong masyarakat menjadi peserta program, memudahkan hubungan mekanisme 
kerja, mengurangi konflik dalam organisasi dan dapat merumuskan dan menetapkan 
keputusan dengan baik. 
Partisipasi akan timbul akibat adanya kesadaran untuk berbuat peduli dengan 
lingkungan, sebagaimana yang ditandaskan Karl Marx (dalam Antoni Giddens, 2007:50) 
bahwa kesadaran itu berakar pada diri manusia, yang pada gilirannya bersifat sosial. 
Kemudian Koentjaraningrat (1985:48) mensinyalir bahwa partisipasi masyarakat sangat 
diperlukan dalam pembangunan, karena masyarakat merupakan fokus sentral dan tujuan 
akhir pembangunan. Selanjutnya Soetomo (2010) menambahkan bahwa agar proses 
pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan, maka perlu diusahakan peningkatan 
yang bersifat kumulatif dari partisipasi masyarakat melalui tindakan bersama dalam 
berbagai aktivitas. Tindakan bersama tersebut akan lebih efektif jika menyangkut 
kepentingan bersama, seperti membangun jalan umum, air bersih untuk masyarakat, usaha 
ekonomi produktif dan semacamnya, sehingga akan menumbuhkan rasa saling percaya dan 
tanggung jawab bersama pula. 
Agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan, perlu disampaikan 
informasi untuk memberikan gambaran, pemahaman dan penyadaran sehingga mereka 
mengerti dan mau terlibat secara aktif dalam suatu kegiatan melalui system norma tertentu 
untuk mencapai tujuan, salah satu diantaranya melalui Lembaga Kemasyarakatan. Menurut 
Hunt dan Horton (1999:87) lembaga adalah system norma untuk mencapai suatu tujuan 
atau kegiatan yang dipandang penting oleh masyarakat. Kemudian Muluk (2007:46) 
menambahkan bahwa lembaga kemasyarakatan merupakan himpunan norma-norma dari 
segala tingkatan yang menyangkut kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat yang 
secara sosiologis dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu (1) kelompok primer, 
memandang kelompok masyarakat yang mempunyai aspirasi dan kegiatan bersama dengan 
ciri hubungan dekat dan intim serta bersifat sukarela, (2) kelompok masyarakat atau 
organisasi yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat yang para anggotanya mempunyai 
kepentingan bersama untuk melakukan usaha bersama atau kegiatan bersama di lingkungan 
terbatas dan tidak mengejar keuntungan materi semata. Menurut Peratutan Menteri Dalam 
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dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh  masyarakat sesuai dengan kebutuhan 
dan merupakan mitra pemerintah Desa dan Lurah dalam memberdayakan masyarakat.  
Adi (2002:27) memberikan batasan dan pengertian tersebut pada beberapa prinsip 
umum yang selalu tampak, prinsip dari pembangunan tersebut disebutkan sebagai berikut 
“(1) Merupakan proses perubahan yang disengaja dan terarah, (2) Bertujuan untuk 
meningkatkan taraf hidup warga masyarakat, (3) Mengutamakan kreativitas dan inisiatif 
masyarakat, (4) Mengutamakan      pendayagunaan      potensi dan      sumber daya 
setempat, serta  (5)Mengutamakan partisipasi masyarakat”. Dalam konteks yang sama 
Siagian (1988:2) memberikan arti pembangunan sebagai : ”Suatu rangkaian usaha 
pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu 
bangsa, Negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa 
(Nation Building)”. Tjokrowinoto (1996:76) memberikan arti pembangunan sebagai “Suatu 
jenis perubahan sosial dimana gagasan baru diperkenalkan  ke dalam sistem sosial untuk 
meningkatkan penghasilan per kapita serta standar hidup”. 
Perubahan dari satu kondisi ke kondisi yang lebih baik terjadi sebagai akibat 
pembangunan. Siagian (1988:2) menjelaskan hal ini tentunya berorientasi dari beberapa 
unsur yang terkandung dalam pembangunan, antara lain : “(1) Pembangunan merupakan 
suatu proses kegiatan yang dilakukan secara sadar, berencana dan berkeseimbangan, (2) 
Pembangunan membawa perubahan atau pertumbuhan ke suatu kondisi yang diinginkan 
dimana kondisi tersebut lebih baik dari sebelumnya, dan (3) Pembangunan menuntut 
peningkatan seluruh lapisan masyarakat menuju kesejahteraan”. Selanjutnya mengenai 
istilah pembangunan Desa, Batten (dalam Sudirwo, 1991:24) mengemukanan pendapatnya 
bahwa pembangunan Desa adalah : “Sebagai suatu proses dimana anggota masyarakat Desa 
pertama-tama mendiskusikan dan menentukan keinginan masyarakat, kemudian 
merencanakan dan mengerjakan bersama untuk memenuhi keinginan mereka”. Berdasarkan 
pendapat tersebut bahwa pelaku utama pembangunan Desa dititikberatkan pada masyarakat 
Desa itu sendiri. Sudirwo (1991:32)  memberikan pengertian pembangunan Desa sebagai 
berikut : “Pembangunan Desa adalah Proses perubahan yang terus menerus dan 
berkesinambungan yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk meningkatkan 
kesejahteraan lahir dan batin, materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila serta 
berlangsungnya di daerah”. 
Mubyarto (1992:47) menjelaskan pendapatnya mengenai tujuan pembangunan Desa, 
yaitu sebagai berikut : “(1) Pertumbuhan ekonomi yang beroreintasi pada penciptaan 
lapangan kerja sebanyak-banyaknya, (2) Keadilan sosial dan (3) Kesanggupan memakai 
kekuatan sendiri”. Dari uraian di atas jelaslah bahwa tujuan pembangunan Desa adalah 
untuk meningkatkan taraf hidup sesuai dengan hakekat pembangunan Desa yang pada 
prinsipnya dilakukan oleh masyarakat sendiri dari dan untuk masyarakat dengan 
pengarahan dan bimbingan, pembinaan serta pengawasan dari pemerintah. Oleh karena itu, 
pembangunan Desa mengusahakan agar masyarakat berkemampuan membangun dirinya 
sendiri sesuai dengan kemampuan dan sumber-sumber yang dimilikinya. Selanjutnya 
Mubyarto (1992:49) dalam pola dasar dan gerak operasional pembangunan masyarakat 
Desa disebutkan bahwa ruang lingkup dan sasaran pembangunan Desa adalah : masyarakat 
pada kesatuan terendah dengan seluruh aspek kehidupan dan penghidupan yang meliputi : 
(1) Sosial kultur dan mental spiritual seperti : Mental, Agama, Pendidikan, Kesehatan, 
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produksi, Penguasaan Produksi, Pemasaran, Prasarana ekonomi, Perkreditan Desa dan 
lapangan Kerja, (3) Umum yaitu Tata pemerintahan Desa, Ketertiban dan keamanan 
seperti menyempurnakan dan mendinamisir pemerintah Desa sehingga mampu 
melaksanakan pembangunan sebagai usaha untuk memodernisir masyarakat Desa secara 
tahap demi tahap. Untuk mensukseskan usaha pembangunan dan tercapainya pelaksanaan 
pembangunan yang terus menerus di Desa perlu diciptakan keamanan dan ketertiban 
selaras dengan perkembangan pelaksanaan pembangunan. Aspek-aspek tersebut secara 
terus menerus dibina dan dikembangkan agar terdapat peningkatan di segala bidang 
kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa. Oleh karena itu, perlu penerapan berbagai 
metode dan cara untuk mencapai tujuan pembangunan itu sendiri. Salah satu diantaranya 
adalah melalui Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan Desa. 
Sejalan dengan hal tersebut, Sudirwo (1991:63) menyampaikan beberapa makna 
dalam kaitannya dengan pembangunan Desa sebagai berikut yaitu : (1) Bahwa 
pembangunan Desa merupakan suatu proses artinya proses tersebut tidak pernah berhenti, 
(2) Pembangunan Desa merupakan hasil yang mencerminkan kerja sama antara pemerintah 
dan masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah yang bersangkutan. Jadi, apapun 
hasilnya itu merupakan cerminan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Oleh 
karena itu untuk melaksanakan pembangunan agar mencapai hasil yang optimal harus 
didukung oleh kedua belah pihak baik dari pemerintah maupun pihak masyarakat, dan (3) 
Tujuan akhir dari sebuah pembangunan Desa bukan saja mengejar kelengkapan secara 
metriil atau kebendaan/pembangunan fisik semata melainkan juga yang bersifat non-fisik 
seperti ketenteraman, keamanan bagi seluruh masyarakat yang berada di Desa yang 
bersangkutan. 
Pembangunan pedesaan merupakan proses dinamis yang berkelanjutan untuk 
mewujudkan keinginan dan harapan hidup yang lebih sejahtera dengan strategi 
menghindari kemungkinan tersudutnya masyarakat Desa sebagai penanggung akses dari 
pembangunan daerah, regional maupun nasional. Untuk hal tersebut kita perlu meninjau 
potensi Desa yang ada, agar pengembangan Desa dapat diserasikan dengan kondisi Desa, 
sebagaimana yang diungkapkan Bintarto (1983:17) bahwa Desa mempunyai potensi fisik 
dan potensi non fisik. Potensi fisik meliputi antara lain : (1) Tanah, dalam arti sumber 
tambang dan mineral, sumber tanaman yang merupakan sumber mata pencaharian dan 
penghidupanan, (2) Air, dalam arti sumber air, keadaan atau kualitas air dan tata airnya 
untuk kepentingan irigasi, pertanian dan keperluan sehari-hari, (3) Iklim, yang merupakan 
peran penting bagi Desa Agraris, (4) Ternak, dalam arti fungsi ternak di Desa sebagai 
sumber tenaga, sumber bahan makan dan sumber keuangan, dan (5) Manusia dalam arti 
tenaga kerja sebagai pengolah tanah dan sebagai produsen.  Bintarto (1983:29) 
menambahkan bahwa pembinaan masyarakat  Desa  yang  merupakan  penerapan  dar i 
pada  konsepsi  kebijaksanaan pembangunan Desa akan sangat penting artinya untuk 
mewujudkan kebersihan pembangunan Desa dapat ditinjau dari beberapa segi, antara lain : 
keadaan masyarakat, pemerintah desa, geografis,  dan kelembagaa. 
 
METODE PENELITIAN 
         Jenis penelitian ini menggunakan rancangan penelitian deskriptif untuk memberikan 
gambaran yang cermat dan lengkap tentang objek yang diteliti. Adapun subjek penelitian 
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penelitian ini diantaranya : a) Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat,  
dan Keluarga Berencana b) Kepala Desa, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan 
Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) 
Desa Pal IX c) Tim Penilai Perlombaan Desa Dan Kelurahan Tingkat Provinsi Kalimantan 
Barat Tahun 2010, peserta perlombaan dan tokoh masyarakat. Penetapan informan dengan 
teknik purposive, snow ball dan bersifat  accidental.  Teknik pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian melalui wawancara mendalam (indepth interview), direct 
observation dan  dokumentasi melanggunakan alat diantaranya pedoman wawancara , 
pedoman pengamatan (check list), kamera foto, buku tulis/catatan,  selanjutnya data 




1.    Proses Penyelenggaraan Prlombaan Desa dan Kelurahan 
a. Penyelenggaraan 
Kegiatan ini telah diatur baik dari segi waktu penilaian, tim penilai maupun materi 
yang dilombakan. Jadi prosesnya untuk tiap tahapan relative sama, kecuali untuk 
tingkat nasional akan ditambah 4 (empat) indikator lagi, yaitu : 
1. Keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan Desa/ 
Kelurahan. 
2. Inisiatif dan kreativitas daerah dalam pemberdayakan masyarakat dan pemerintah 
Desa dan Kelurahan. 
3. Tingkat kepatuhan terhadap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. 
4. Kinerja Camat, Kepala Desa dan Lurah beserta perangkatnya dalam 
pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Desa dan Kelurahan. 
Sehubungan dengan hal di atas maka di bawah ini akan lebih banyak 
diterangkan mengenai perlombaan desa dan kelurahan pada tingkat provinsi, 
khususnya penyelenggaraan perlombaan desa. Hal ini diambil sesuai atau sejalan 
dengan tujuan yang tercantum pada bab I dalam tesis ini, yaitu untuk mengetahui 
proses penyelenggaraan perlombaan desa dan kelurahan di Kalimantan Barat. 
b. Persiapan Perlombaan Desa 
Sebelum penyelenggaraan perlombaan desa dan kelurahan tingkat provinsi 
Kalimantan Barat dimulai, telah dilakukan persiapannya, baik dari tingkat 
kecamatan, kabupaten maupun provinsi. Untuk setiap tahapan tersebut, Kepala 
Desa Pal IX telah mengundang perutusan atau perwakilan masyarakat yang antara 
lain terdiri dari Ketua BPD, Ketua LPM, Ketua TP PKK, Ketua RT/RW dan semua 
Kepala Dusun, tokoh agama, tokoh masyarakat serta elemen masyarakat lainnya 
guna mendukung kegiatan dimaksud. Pertemuan persiapan untuk mengikuti 
perlombaan desa tingkat provinsi ini terfokus untuk membahas 8 (delapan) 
indikator yang akan dilombakan. Setiap indikator akan ditangani oleh seorang 
penanggung jawab, jadi kedelapan indikator yang dilombakan ada 8 (delapan) 
orang penanggung jawab yang akan memberikan penjelasan, keterangan atas 
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provinsi Kalimantan Barat serta menunjukkan kondisi riil di lapangan tentang hasil 
yang sudah dicapai dalam pembangunan. Adapun susunan penanggung jawabnya 
adalah sebagai berikut :  
a. Pendidikan, penanggung jawabnya adalah Sekretsris Desa; 
b. Kesehatan masyarakat, penanggung jawabnya adalah Ketua Kader Posyandu; 
c. Ekonomi masyarakat, penanggungjawabnya adalah Kepala Seksi Ekonomi 
dan Pembangunan; 
d. Keamanan dan ketertiban, penanggung jawabnya adalah Ketua 
Hansip/Linmas; 
e. Partisipasi masyarakat, penanggung jawabnya adalah Kepala Desa Pal IX; 
f. Pemerintahan, penanggung jawabnya adalah Kepala Seksi Pemerintahan; 
g. Lembaga kemasyarakatan, penanggung jawabnya adalah Ketua LPM; dan 
h. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), penanggung jawabnya 
adalah Ketua Tim Penggerak PKK. 
Setelah ditunjuk oleh masyarakat dan pemerintah desa sebagai 
penanggung jawab masing-masing indikator tersebut, setiap penanggung jawab 
akan menunjuk langsung beberapa orang untuk mendampingi kelancaran tugas 
dan fungsinya agar bisa berjalan dengan baik. Penunjukan anggota masyarakat 
sebagai pendamping ini akan membantu, baik dari segi administrasi maupun 
fasilitasi kepada Tim Penilai Perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat provinsi 
untuk melihat kondisi riil hasil pembangunan yang ada di lapangan. Kemudian 
baru Kepala Desa melaporkan kepada Camat tentang kesiapannya untuk 
mengikuti perlombaan desa tingkat provinsi dan bersama Camat pula 
menyampaikan kesiapannya kepada Bupati agar memperoleh pembinaan lebih 
lanjut dari kabupaten.  
 
c. Pembinaan Kabupaten 
Pembinaan Kabupaten menjelang perlombaan desa dilaksanakan, ia menjelaskan 
bahwa sebelum penyelenggaraan perlombaan desa dan kelurahan tingkat provinsi 
Kalimantan Barat tahun 2010 , telah dilakukan pembinaan pada 8 (delapan) 
indikator yang akan dinilai dalam perlombaan dari Kabupaten Kubu Raya. Untuk 
indikator pendidikan dibina oleh Dinas Pendidikan, indikator kesehatan masyarakat 
dibina oleh Dinas Kesehatan, indikator ekonomi masyarakat dibina oleh Dinas 
Usaha Kecil Menengah dan Koperasi dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian, 
indikator keamanan dan ketertiban dibina oleh Kepolisian, indikator partisipasi 
masyarakat, pemerintahan (Desa) dan lembaga kemasyarakatan dibina oleh Badan 
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD), serta indikator 
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dibina oleh Badan 
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dan Tim Penggerak 
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK). 
d. Penilaian Perlombaan Desa Tingkat Provinsi                                                    
Setelah berakhirnya penyelenggaraan perlombaan desa dan kelurahan 
tingkat kabupaten, seminggu kemudian terhitung awal bulan Juni dimulailah 
penyelenggaraan perlombaan desa dan kelurahan tingkat provinsi. Sama seperti 
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kabupaten, yang dinilai adalah 8 (delapan) indikator sebagaimana yang telah 
dikemukakan pada pemaparan sebelumnya.  
 
2. Dampak Perlombaan Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat 
Hasil temuan penelitian menunjukkan adanya dampak dari diselenggarakannya 
perlombaan desa yang meliputi semua sector kehidupan masyarkat, diantaranya bidang 
pendidikan, kesehatan, ekonomi, keamanan dan ketertiban, pemberdayaan dan 
kesejahteraan keluarga (PKK), partisipasi masyarakat, pemerintahan lembaga 
kemasyarakatan. Adapun deskripsi dan analisis yang dapat dikemukakan terhadap 
masing-masing bidang tersebut sebagai berikut : 
a. Pendidikan 
Kurang berhasilnya pembinaan indikator pendidikan dapat dilihat dari dua sumber 
data yang hasilnya berbeda. Perbedaan tersebut antara lain terdapat pada jumlah 
SMTP di profil desa tercatat 4 buah, sementara dalam monografi desa sebanyak 5 
buah. Perbedaan ini disebabkan aparat Kantor Desa Pal IX tidak langsung mendata 
sendiri jumlah SMTP, melainkan minta kepada para Kepala Sekolah untuk 
mengirimkan data sekolah, jumlah guru dan murid kepada Kepala Desa. Selain itu 
terjadi salah menjumlahkan jumlah sekolah karena tidak satu pintu 
penghitungannya. Antara penanggung jawab indikator dengan anggotanya terjadi 
selisih pendapat cara menghitung jumlah sekolah negeri dan swasta. Seperti jumlah 
sekolah negeri dan swasta kadang-kadang dihitung sendiri, padahal keduanya 
dihitung berapa jumlah keseluruhannya. Terlepas dari kedua sumber data ini, ada 
hal yang lebih urgen untuk diketahui penanggung jawab indikator pendidikan. Hal 
tersebut menyangkut isi dari indikator ini yang akan dinilai oleh tim penilai 
perlombaan desa dan kelurahan tingkat provinsi Kalimantan Barat tahun 2010. 
Adapun isi dari indikator pendidikan yang akan dinilai adalah untuk mengetahui 
usia, jumlah penduduk dan tingkat pendidikan masyarakat. Sub indikator ini tidak 
dibina atau tidak mendapat sorotan dari tim pembina kabupaten, sehingga ketika 
diwawancarai tentang data itu, penanggung jawabnya baru mencarinya. Hal ini 
menunjukkan ketidakseriusan pembina kabupaten dalam membinanya yang 
berimplikasi pada tidak terakomodirnya data dan permasalahan yang dihadapi oleh 
Desa Pal IX dalam dunia pendidikan. Selain itu daya serap materi yang dibina oleh 
pembina kabupaten tidak bisa semuanya dapat diterima oleh penanggung jawab 
indikator ini karena sumber daya manusia yang elatif rendah, dalam waktu yang 
singkat (seminggu menjelang perlombaan desa) dan materinya cukup banyak. 
b. Kesehatan Masyarakat 
Dalam kaitannya dengan dampak penyelenggaraan perlombaan desa terhadap 
pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan pada indikator kesehatan 
masyarakat, dari hasil peneltian ini dapat dilihat bahwa dari semua kader posyandu 
yang dibina/diajarkan tentang pengolahan jamu tradisional yang berasal dari 
tanaman obat keluarga, baru 1 orang saja memahami dan mempraktikkannya, 
namun belum maksimal seperti yang disampaikan oleh pembina kabupaten. 
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waktu yang singkat menyebabkan tidak semua materi bisa terserap dengan baik. 
Selain itu sumber daya manusia yang relatif rendah juga berpengaruh terhadap 
kemampuan menerima semua materi pembinaan tersebut serta ditambah tidak ada 
pembinaan lebih lanjut, baik dari kabupaten maupun provinsi mengenai indikator 
kesehatan masyarakat setelah perlombaan desa selesai. Kenyataan ini sejalan 
dengan pendapat Kartasasmita (1996:) yang melukiskan bahwa dalam rangka 
memberdayakan masyarakat harus tercipta iklim yang dapat mengembangkan 
potensi dan daya masyarakat dengan menunjukkan keberpihakan yang sungguh-
sungguh pada rakyat. Keberpihakan tersebut akan membuka peluang bagi 
pengelolaan pembangunan untuk memberdayakan masyarakat melalui peningkatan 
kualitas sumber daya manusia sebagai langkah nyata dalam menumbuhkembangkan 
prakarsa, peran serta, swadaya masyarakat serta mendorong, memotivasi serta 
membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya. Sebaliknya tanpa adanya 
keberpihakan yang sungguh-sungguh dari pengelolaan pembangunan akan membuat 
arah pemberdayaan masyarakat menjadi kabur. Untuk mewujudkan hal ini, Menteri 
Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 
2007 tentang penyelenggaraan perlombaan desa dan kelurahan; pada bab III 
mengenai Pembinaan dan Pengawasan pasal 20 dan 21 telah mengamanatkan bahwa 
untuk juara pertama perlombaan desa tingkat provinsi akan mendapat pembinaan 
yang berkelanjutan dari pemerintah kabupaten dan provinsi dalam rangka 
memotivasi dan memberdayakan masyarakat agar bisa secara aktif berpartisipasi 
dalam pembangunan.  Hal tersebut terlihat dari hasil wawancara peneliti kepada 
Kepala Desa, Ketua BPD dan Ketua LPM Desa Pal IX , mereka dengan nada yang 
sama menyatakan bahwa agar setelah perlombaan desa selesai ada pembinaan lebih 
lanjut, baik dari pemerintah kabupaten maupun provinsi, namun sampai saat ini 
pembinaan tersebut belum pernah ada. Ini menunjukkan kurang seriusnya atau tidak 
sungguh-sungguh berpihaknya pemerintah kabupaten dan provinsi dalam 
memberdayakan masyarakat melalui perlombaan desa dengan masyarakat sebagai 
penggeraknya. Untuk itu pembinaan lebih lanjut mutlak dilaksanakan di desa ini 
mengingat tujuan dari perlombaan itu sendiri adalah dalam rangka memberdayakan 
masyarakat dalam pembangunan, jika hal ini tidak dilaksanakan maka tujuan 
tersebut menjadi kabur dan kehilangan arah sehingga program untuk 
memberdayakan masyarakat menjadi gagal. 
 
c. Ekonomi Masyarakat  
Masih dalam konteks dampak penyelenggaraan perlombaan desa terhadap 
pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, pada indikator ekonomi 
masyarakat berdasarkan penelitian ini dapat diketahui bahwa pembinaan pada 
indikator ini cukup banyak, namun difokuskan pada buku D1 (buku rencana 
pembangunan), D2 (buku kegiatan pembangunan), D3 (buku inventaris proyek) dan 
D4 (buku  kader-kader pembangunan)  namun penjelasannya tidak secara terperinci 
sehingga belum difahaminya cara pengisian buku-buku tersebut sehingga buku yang 
lama masih tetap digunakan dalam pencatatan dan pelaporan mengenai keempat 
buku tadi. Selain hal tersebut menurut penelitian ini gagalnya pembinaan ini 
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menyerap dengan baik materi yang disampaikan oleh pembina kabupaten, ditambah 
waktu pembinaan yang singkat, yaitu selama seminggu sebelum pelaksanaan 
perlombaan desa dimulai. Pengarsipan dengan buku lama menurut Kepala Seksi 
Ekonomi dan Pembangunan Kantor Kepala Desa Pal IX dirasakan lebih simple dan 
lebih mudah difahami daripada buku yang baru. Di sisi lain pengadministrasian ini 
sudah tidak efektif lagi karena pengadministrasiannya belum ada pemisahan yang 
jelas antara ke 4 buku dimaksud, dengan demikian pengadministrasian dengan 
sistem 4 buku akan memberikan kejelasan tentang isi masing-masing dari buku 
tersebut. Berdasarkan penelitian ini, pembina kabupaten tidak membina sub 
indikator yang akan dilombakan dalam perlombaan desa. Indikator dimaksud adalah 
tentang jumlah penduduk, sumber pendapatan, kelembagaan ekonomi dan tingkat 
kesejahteraan penduduk. Ketika penanggung jawab indikator ekonomi masyarakat 
dikonfirmasikan tentang hal tersebut tidak bisa memberikan data dan keterangan 
yang dibutuhkan, padahal ia merupakan data basis yang harus sudah disiapkan 
sebelum proses perlombaan dilaksanakan. Untuk itu setelah perlombaan desa selesai 
seharusnya hal ini mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari pemerintah 
kabupaten, namun sampai sekarang pembinaan itu belum pernah ada sehingga 
masyarakat Desa Pal IX umumnya dan aparat desa khususnya belum menerapkan 
sistem 4 buku tersebut. 
 
d. Keamanan dan Ketertiban      
Indikator keamanan dan ketertiban yang dibina oleh Polsek dan Koramil Kecamatan 
Sungai Kakap kepada masyarakat, Hansip atau Linmas belum menunjukkan 
hasilnya karena dari sebelum perlombaan desa dan sesudahnya kondisinya sudah 
kondusif. Kondisi masyarakat tetap aman dan tidak nampak adanya bibit konflik 
yang mengarah kepada suku, ras dan agama. Selain sub indikator SARA, masih 
banyak sub indikator lain yang lepas dari pembinaan Polsek dan Koramil 
Kecamatan Sungai Kakap. Sub indikator tersebut antara lain mengenai perkelahian, 
pencurian, perjudian, narkoba, prostitusi, kejahatan seksual, kekerasan dalam rumah 
tangga, partisipasi masyarakat secara swakarsa dalam memelihara dan menjaga 
keamanan dan ketertiban masyarakat. Banyaknya sub indikator yang tidak dibina 
tersebut menunjukkan kurang lengkapnya pembinaan yang dilakukan pembina 
kabupaten melalui Polsek dan Koramil Kecamatan Sungai Kakap. Tim pembina 
kabupaten idealnya membina langsung ke desa, namun dalam pelaksanaannya 
melalui Polsek dan Koramil. Hal ini menyebabkan terjadinya perpanjangan 
birokrasi sehingga masyarakat sebagai penerima program dibina melalui pembina 
kecamatan yang kurang memahami esensi yang akan dinilai dalam perlombaan 
desa. Kondisi yang demikian menunjukkan pembinaan kabupaten nampak tidak 
bersungguh-sungguh dalam melaakukan pembinaan kepada masyarakat. Ini berarti 
bahwa pembinaan kabupaten kurang berpihak kepada masyarakat dalam 
melaksanakan program perlombaan desa tingkat provinsi Kalimantan Barat 
tahun2010 sehingga tujuan untuk memberdayakan masyarakat dalam pembangunan 
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e. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)   
Penelitian ini menunjukkan bahwa tata laksana organisasi PKK sudah tertata cukup 
baik, hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagian 
besar sudah berjalan sesuai dengan peran masing-masing kelompok kerja (pokja), 
baik pokja 1, 2, 3 maupun 4. Kondisi ini menurut keterangan Ketua TP PKK Desa 
Pal IX bukanlah hasil binaan kabupaten, melainkan sudah ada sejak sebelum 
dilaksanakan perlombaan desa, namun dengan adanya pembinaan dari kabupaten 
telah memperluas luasnya pemahaman TP PKK Desa terhadap peran dan fungsinya 
sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa Pal IX. Berangkat 
dari kenyataan ini maka pembinaan kabupaten disamping membina keorganisasian 
dan tata laksana TP PKK, juga lebih menitikberatkan pada sistem 
pengadministrasian surat keluar dan masuk secara terpisah. Sub indikator PKK yang 
dinilai dalam perlombaan desa telah disiapkan secara administrasi dengan rapi, baik 
pada sub indikator realisasi 10 program pokok PKK maupun keorganisasiannya. TP 
PKK Desa Pal IX sudah ada struktur organisasinya melalui SK Kepala Desa, 
sedangkan realisasi 10 program pokok PKK belum dilaksanakan dengan baik, hal 
ini disebabkan TP PKK Desa masih membutuhkan banyak bimbingan dan pelatihan 
dari TP PKK Kecamatan dan Kabupaten. Bimbingan dan pelatihan tersebut 
misalnya dalam hal penataan rumah sehat, pelestarian lingkungan hidup, 
keterampilan dan semacamnya. Perlombaan desa tingkat provinsi Kalimantan Barat 
tahun 2010 kurang memberikan dampak terhadap pemberdayaan masyarakat dalam 
pembangunan. Hal ini dapat dilihat dari isi pembinaan tim pembina kabupaten yang 
tidak tepat sasaran pada sub indikator yang akan dinilai pada indikator PKK. 
Pembina kabupaten bukannya membina sub indikator yang dinilai, melainkan 
membina sistem pengarsipan dengan memisahkan antara surat keluar dan surat 
masuk pada buku tersendiri. Selain itu dengan sumber daya mnusia yang relatif 
rendah, waktu pembinaan yang singkat dan materi pembinaan yang cukup banyak 
sulit diserap dengan baik oleh penanggung jawab indikator PKK khususnya dan 
anggota PKK pada umumnya serta tidak dilakukan pembinaan lebih lanjut setelah 
perlombaan selesai, baik oleh pemerintah kabupaten maupun provinsi sehingga 
kondisi TP PKK desa ini kembali seperti sebelum perlombaan desa dilaksanakan. 
 
f. Partisipasi Masyarakat  
Berdasarkan penelitian ini, semangat gotong-royong masyarakat telah ada sebelum 
pembinaan ini dilakukan. Kegiatan bhakti lingkungan hidup yang dilaksanakan 
secara gotong-royong oleh masyarakat merupakan salah satu indikator yang akan 
dinilai dalam perlombaan desa, namun setelah perlombaan desa selesai tidak 
nampak adanya perubahan sikap dan pemahaman terhadap nilai gotong-royong dan 
partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Setelah kegiatan perlombaan selesai 
masyarakat kembali mengerjakan rutinitas sehari-hari dan kondisinya kembali 
seperti semula sebelum dilaksanakan perlombaan desa. Hal ini dikarenakan tidak 
adanya pembinaan lebih lanjut setelah perlombaan selesai, sumber daya manusia 
yang relatif rendah, waktu pembinaan sebelum perlombaan yang singkat serta 
materi yang cukup banyak sehingga sulit diserap oleh penanggung jawab indikator 




Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSS-2013 
 
perlombaan desa untuk memberdayakan masyarakat dalam pembangunan menjadi 
tidak tercapai. 
 
g. Pemerintahan    
Pembina kabupaten pada indikator pemerintahan telah membina Desa Pal IX 
tentang pencatatan dan pelaporan penduduk. Ini merupakan salah satu dari sekian 
banyak sub indikator yang akan dinilai dalam perlombaan desa. Pencatatan dan 
pelaporannya sudah mulai dilaksanakan, namun belum semuanya bisa dicatat dan 
dilaporkan dengan baik. Hal ini dikarenakan Desa Pal IX belum memiliki data 
profil desa dan monografi desa yang memuat berbagai sumber data, baik data 
kependudukan, ekonomi, kesehatan dan lain-lain yang merupakan gambaran 
menyeluruh tentang desa. Berdasarkan penelitian ini, pembina kabupaten tidak 
melaksanakan pembinaan tentang sub indikator yang akan dinilai dalam perlombaan 
desa, tapi sebagian kecil saja, yaitu mengenai pencatatan dan pelaporan penduduk. 
Sub indikator dimaksud adalah mengenai hubungan kerja Kepala Desa dengan 
BPD, administrasi, keuangan dan akuntabilitas, pertanggungjawaban Kepala Desa 
kepada atasannya, termasuk penyampaian informasi kepada masyarakat tentang 
pokok-pokok pertanggungjawaban. Hal ini dikarenakan waktu pembinaan yang 
terbatas, sumber daya manusia yang relatif rendah sehingga sulit menangkap materi 
yang disampaikan dalam pembinaan serta tidak ada pembinaan lebih lanjut setelah 
perlombaan desa selesai, baik dari pemerintah kabupaten maupun provinsi. 
Berdasarkan fakta di atas maka perlombaan desa tingkat provinsi Kalimantan Barat 
tahun 2010 yang diikuti oleh Desa Pal IX belum bisa mencapai tujuan untuk 
memberdayakan masyarakat dalam pembangunan. Untuk itu pembinaan yang 
berkelanjutan kepada Desa Pal IX harus dilaksanakan guna memotivasi mereka 
dalam rangka memberdayakan masyarakat dalam berbagai aspek, terutama dalam 
sistem pemerintahan desa. Hal ini dikarenakan masih banyak sub indikator 
pemerintahan yang belum difahami, baik oleh aparat Kantor Desa Pal IX maupun 
masyarakat luas. 
 
g. Lembaga Kemasyarakatan    
Pembinaan lembaga kemasyarakatan yang diarahkan pada peranan LPM dalam 
pemerintahan Desa Pal IX belum dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Hal ini 
dapat dilihat ketika Ketua LPM diwawancarai tentang tugas pokok dan fungsinya, ia 
belum bisa memberikan penjelasan mana yang menjadi tugas pokok dan fungsinya 
dan mana pula yang menjadi tugas pokok dan fungsi lembaga kemasyarakatan yang 
lain. LPM merupakan salah satu dari sekian banyak lembaga kemasyarakatan yang 
ada di desa, seperti lembaga adat, karang taruna, RT, RW dan seterusnya. Pembinaan 
kabupaten terhadap LPM belum maksimal, bahkan kalau boleh dikatakan pembinaan 
sambil lewat saja sehingga sub indikator yang akan dinilai tidak diajarkan. Sub 
indikator tersebut mengenai berbagai organisasi profesi, lembaga adat, karang 
taruna, dan yang lainnya. Masih belum difahaminya indikator ini, maka sulit bagi 
lembaga kemasyarakatan, terutama LPM dapat berpartisipasi dalam pembangunan di 
Desa Pal IX. Hal ini dikarenakan antara lain waktu pembinaan yang singkat sebelum 
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rendah sehingga tidak mampu menyerap semua materi yang dibina, juga tidak 
adanya pembinaan lebih lanjut pasca perlombaan desa, baik dari pemerintah 
kabupaten Kubu Raya maupun Provinsi Kalimantan Barat sehingga tujuan 
perlombaan desa untuk memberdayakan masyarakat dalam pembangunan, 
khususnya di Desa Pal IX menjadi tidak tercapai. Memperhatikan uraian analisis 
tentang 8 indikator dalam kaitannya dengan dampak penyelenggaraan perlombaan 
desa terhadap pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan dapat diketahui 
bahwa gagalnya pembinaan kabupaten dalam memberdayakan masyarakat Desa Pal 
IX dalam pembangunan disebabkan beberapa hal. Secara umum hal tersebut antara 
lain : 
1. Waktu pembinaan yang singkat, yaitu 1 minggu sebelum perlombaan desa 
dimulai. 
2. Materi pembinaan yang terlalu banyak sehingga tidak bisa diserap dengan baik 
oleh penanggung jawab indicator yang dinilai dan anggotanya. 
3. Materi pembinaan yang terlalu sedikit tapi tidak tepat sasaran pada indikator dan 
sub indikator yang akan dinilai. 
4. Sumber daya manusia yang relatif rendah dengan rata-rata tingkat pendidikan 
masyarakat lulusan sekolah dasar. 
5. Tidak ada pembinaan berkelanjutan setelah perlombaan desa selesai, baik dari 
pemerintah kabupaten, provinsi Kalimantan Barat maupun pusat. 
 
3. Pembinaan Pasca Perlombaan Desa 
Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud di atas sesuai dengan kemampuan 
daerah, baik berupa bantuan stimulan, pelatihan-pelatihan maupun kegiatan 
pemberdayaan lainnya. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberdayakan masyarakat 
dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi maupun mengendalikan kegiatan 
pembangunan. Adapun pembinaan di desa Pal IX pasca perlombaan desa, mereka 




Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan masih belum 
memadai, hal ini dapat dilihat antara lain ketika aparat desa dan lembaga kemasyarakatan 
diminta keterangan mengenai lembaga kemasyarakatan, mereka kurang memahaminya, 
bahkan tidak tahu tugas pokok dan fungsi lembaga kemasyarakatan yang ada. Selain itu 
lembaga kemasyarakatan yang ada di desa ini belum pernah mendapat pelatihan sehingga 
pemahaman dan wawasannya tentang tugas pokok dan fungsi masing-masing masih 
tumpang tindih.  Penyelenggaraan perlombaan desa kurang berdampak terhadap 
pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Kalimantan Barat, khususnya di Desa 
Pal IX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. Hal ini disebabkan antara lain 
waktu pembinaan yang singkat sebelum perlombaan dimulai dengan materi yang terlalu 
sedikit atau banyak tapi tidak tepat sasaran, sumber daya manusia yang relatif rendah 
sehingga tidak mampu menyerap semua materi yang dibina, juga tidak adanya pembinaan 
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Provinsi Kalimantan Barat sehingga tujuan perlombaan desa untuk memberdayakan 
masyarakat dalam pembangunan, khususnya di Desa Pal IX menjadi tidak tercapai. 
Adapun saran yang diberikan agar juara pertama baik pada perlombaan desa 
maupun kelurahan dapat diusulkan dan mengikuti perlombaan desa dan kelurahan tingkat 
nasional  karena selama ini provinsi Kalimantan Barat belum pernah mengikutinya. Selain 
itu diharapkan partisipasi aktif seluruh kabupaten/kota yang ada untuk mengirim dan 
mengikutsertakan desa di wilayahnya dalam kegiatan dimaksud. Kemudian diharapkan pula 
setelah selesai pelaksanaan penilaian perlombaan Desa ada kegiatan pembinaan  lebih 
lanjut secara bersama-sama oleh unit kerja terkait, baik dari tingkat Kabupaten Kubu Raya, 
Provinsi Kalimantan Barat. Pendanaan yang berkaitan dengan perlombaan Desa dan 
Kelurahan tingkat Kecamantan, Kabupaten/Kota dan Provinsi diharapkan dapat 
ditingkatkan agar tim penilai tidak hanya menilai, akan juga bermuatan pembinaan guna 
meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai pengelola pembangunan Desa.  
Diharapkan juga pihak pemerintah baik Kecamatan, Kabupaten , Provinsi maupun Pusat 
segera melakukan pelatihan bernuansa lembaga kemasyarakat yang ada di desa-desa, 
khususnya Desa Pal IX agar bisa menambah wawasan dan pemahamannya tentang tugas 
pokok dan fungsi masing. Setelah memahami hal ini akan mempermudah bagi lembaga 
tersebut untuk berpartisipasi secara aktif dan pro aktif dalam pembangunan karena sudah 
jelas arah masing-masing tentang apa dan bagaimana harus berbuat sesuai dengan 
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